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BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang didapat oleh
pemerintah Kabupten Kutai Barat berpengaruh pada peningkatan
kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Kutai Barat. Hal
ini ditunjukkan dengan adanya pemberian insentif,tunjangan, dan
tambahan penghasilan yang diberikan pada komponen gaji yang diterima
pegawai negeri sipil daerah.

Pemberian insentif, tunjangan, dan tambahan penghasilan
dilakukan apabila dana pendapatan asli daerah (PAD) dan dana
perimbangan pada pos dana alokasi umum (DAU) Kabupaten Kutai Barat
tidak habis dibelanjakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan maka
sisa dana tersebut dapat dianggarkan untuk belanja pegawai, belanja
pembangunan, dan dianggarkan kembali untuk tahun anggaran berikutnya.
Pemberian insentif, tunjangan dan tambahan penghasilan dilakukan

berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat No.519/K.433/2011.

SARAN
a. Sechubungan dengan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah
Kabupaten Kutai Barat, pendapatan asli daerah (PAD) perlu

ditingkatkan karena dengan besar dan meningkatnya pendapatan asli
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daerah maka berpengaruh bagi besarnya insentif, tunjangan, dan
tambahan penghasilan yang diperoleh.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebaiknya lebih memperhatikan
lagi potensi-potensi daerahnya untuk menggali sumber pendapatan asli
daerahnya agar kedepan nanti pemerintah daerah Kabupaten Kutai

Barat dapat menjadi Pemerintah Daerah yang mandiri.
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